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ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini_adalah untuk mengetahui dimana letakaturan
hukum mengenai statushak kepemilikan rumah susun bagi orang asing yang berkedudukan di
Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, adalah:

1.Aturan hukum.mengenai  status hak kepemilikan rumah susun bagi orang asing adalah
dengan status Hak Pakai. Undang-undang No.103Tahun 2015 menetapkan Hak Pakai atas
tanah, jangka waktunya adalah selama 80 Tahun (sudah termasuk perpanjangan)

2.Aturan pembelian properti bagi orang asing, dengan cara membuat permohonan hak
pakai  bagi WNA, sertifikat asal diubah menjadi hak pakai kemudian dilaksanakan jual-beli
dengan syarat sebagai berikut:a.PASSPORT, b.KITTAS(KIM S).

Orang asing dapat :

1. Membeli atau membangun rumah di atas tanah dengan Hak Pakai atas tanah Negara atau
Hak Pakai atas tanahHak Milik.

2. Membeli satuan rumah susun yang dibangun di atas tanahHak Pakai atastanahNegara.

3. Membeliataumembangun rumah di atas tanah Hak Milikatau Hak Sewa untuk Bangunan
atas dasarperjanjian tertulis dengan pemilik hak atastanah yang bersangkutan.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penulisan yang telah dijelaskan dalam skripsi ini menyangkut soal
kepemilikan rumah susun bagi Warga Negara Asing maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Kesimpulan

1. ~Akibat hukum kepemilikan satuan rumah susun oleh WNA dapat disimpulkan bahwa
WNA dapat memiliki hak atas satuan rumah susun (HMSRS) hanya apabila tanah tempat
bangunan rumah susun itu berdiri berstatus sebagai hak pakai atas tanah negara
sebagaimana yang diatur dalam PP 103/2015

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya sengketa terhadap kepemilikan
sarusun adalah diselesaikan melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi. Dalam
jalur-non litigasi, upaya hukum yang ditempuh adalah penyelesaian secara musyawarah
mufakat guna tercapainya win-win solution sehingga diantara para pihak yang terlibat
dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan baik secara materiil maupun
secara immateriil. Sebaliknya penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan dengan cara
melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu kepemilikan rumah
susun oleh WNA, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

Saran



1. Sebaiknya pemerintah juga mengatur secara jelas terhadap pengaturan wilayah
pemukiman rumah susun bagi WNA dan pembatasan kepemilikan properti oleh WNA

agar tidak terjadinya pergeseran kepentingan WNI sendiri .

. Hendaknya peraturan yang terkai an rumah susun yang memberikan

hads n lebi
I ‘ i an
elanggaran hukum.
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